


5. Materi Muatan 

1. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa Pialang Berjangka 

dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, 

kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah 

atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan 

Nasabah yang bersangkutan. 

2. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) ditegaskan kembali: 

a. Pelaksanaan amanat transaksi Kontrak Berjangka dari Nasabah 

harus didasarkan atas perintah dari Nasabah yang bersangkutan 

atau kuasanya. 

b. Perintah tersebut berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah 

kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang 

bersangkutan. 

c. Pialang Berjangka atau pegawainya dilarang bertindak sebagai 

kuasa dari Nasabah yang bersangkutan. 

3. Yang dimaksud dengan perintah Nasabah (amanat Nasabah/order) 

adalah perintah dari Nasabah kepada Pialang Berjangka untuk 

melaksanakan transaksi atas rekening Nasabah. Perintah tersebut 

berisikan sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli 

atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan. Menjalankan perintah 

Nasabah (amanat Nasabah/order) merupakan kewajiban Pialang 

Berjangka. 

4. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa dari Nasabah (baik tertulis 

maupun lisan) adalah penyerahan kewenangan sepenuhnya dari 

Nasabah (pemberi kuasa) kepada penerima kuasa untuk melakukan 

transaksi atas rekening Nasabah. Penentuan jenis dan jumlah kontrak 

yang akan dibeli atau dijual ditentukan dan diserahkan sepenuhnya oleh 

pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Menerima kuasa dari Nasabah 

merupakan hal yang dilarang dilakukan oleh Pialang Berjangka.  

5. Perintah Nasabah (amanat Nasabah/order) yang disampaikan kepada 

Pialang Berjangka paling sedikit berisi jenis dan jumlah kontrak yang akan 

dibeli atau dijual dan perintah Nasabah (amanat Nasabah/order) tersebut 

harus dapat dibuktikan dengan rekaman atau dokumen perintah tertulis 

Nasabah. Dengan demikian, apabila Pialang Berjangka melakukan 

transaksi untuk rekening Nasabah tanpa dapat membuktikan adanya 

perintah (order) dari Nasabah, maka Pialang Berjangka yang 

bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

6. Tindakan Pialang Berjangka untuk “Membantu Eksekusi Transaksi 

Nasabah”   maupun   “Memberikan  Layanan  kepada  Nasabah  Untuk 




